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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sangatta  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:

RINTO bin HUSAIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Jalan  Sei  Mondang  Rt.  023,  Desa

Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, sebagai

Pemohon I;

WIRNA  binti  SAHADIN, umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Jalan  Sei

Mondang  Rt.  023,  Desa  Sepaso,  Kecamatan  Bengalon,

Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II  disebut

para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  06  Januari  2021  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Sangatta  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

6/Pdt.P/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di

bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

19 Desember 2000 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Amir dan
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perkawinan tersebut tidak tercatat di  Kantor Urusan Agama Kecamatan di

wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa,  wali  nikah  Pemohon  II   adalah  ayah  kandung  Pemohon  II

bernama Sahadin;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-

masing bernama Udin dan Aco, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.

110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa,  pada  sebelum  akad  nikah,  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,

hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai7orang  anak

bernama:

a. Musriati binti Rinto, umur 19 tahun

b. Fia Rahmadani binti Rinto, umur 18 tahun;

c. Tri Indri Putri binti Rinto, umur 17 tahun;

d. Nur Naila binti Rinto, umur 8 tahun;

e. Rifal bin Rinto, umur 7 tahun;

f. Rianto bin Rinto, umur 4 tahun;

g. Riski bin Rinto, umur 2 tahun;

7. Bahwa,  selama  perkawinan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

menggugat  perkawinan  Pemohon I  dan  Pemohon II  dan  selama itu  pula

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan

tersebut  ke  Kantor  Urusan Agama Kecamatan demi  memperoleh  Kutipan

Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II

dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
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Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini  PEMOHON

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim Yang

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan

yang amarnya berbunyi:

1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.  Menyatakan  Pemohon  I  telah  melaksanakan  akad  nikah  dengan

Pemohon  II  pada  tanggal  19  Desember  2000  di  Kecamatan  Bengalon,

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3.  Menetapkan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (Rinto  bin  Husain)  dengan

Pemohon II (Wirna binti Sahadin) menurut hukum;

4.  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai

hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

permohonan Itsbat Nikah tersebut,  untuk masa pengumuman selama 14 hari

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta sehubungan

dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi

oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa:

a.  Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

timur,  bermaterai  cukup  yang  telah  dinazagelen  Kantor  Pos,  dan  telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;

b.  Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Pemohon  I  nomor

6403063107190001 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kutai  timur,  bermaterai

cukup  yang  telah  dinazagelen  Kantor  Pos,  dan  telah  dicocokkan  sesuai

dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;
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Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di

muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tallasa  bin  Seneng, umur  56  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  jalan  Segading  Rt.  001,  Desa

Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon; 

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah

yang menikah pada Tahun 2000; 

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini para Pemohon tetap

beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah

bercerai;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada

orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tinggal bersama di

Kecamatan Bengalon;

- Bahwa hingga saat  ini  para Pemohon telah dikaruniai  7  (tujuh)

orang anak;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Aco dan Udin,

namun kedua orang tersebut saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Sahadin dan saat ini

telah meninggal dunia;

- Bahwa  para  Pemohon  mengajukan  itsbat  nikah  adalah  untuk

memperoleh buku nikah; 

2. Hasan bin Hasri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di jalan Sei Mondeng Rt. 023001, Desa Sepason,

Kecamatan  Bengalon,  Kabupaten  Kutai  Timur,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon; 

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ; 
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah

yang menikah pada Tahun 2000; 

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini para Pemohon tetap

beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah

bercerai;

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tinggal bersama di

Kecamatan  Bengalon,  dan  tidak  ada  masyarakat  yang

mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon;

- Bahwa  selain  warga  masyarakat  sekitar,  saksi  juga  tidak

mendengar  adanya  informasi  yang  mempermasalahkan  status

perkawinan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat  ini  para Pemohon telah dikaruniai  7  (tujuh)

orang anak;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Aco dan Udin,

namun kedua orang tersebut saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Sahadin dan saat ini

telah meninggal dunia;

- Bahwa  para  Pemohon  mengajukan  itsbat  nikah  adalah  untuk

memperoleh buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan

menerima dan  membenarkan,  selanjutnya  para  Pemohon tidak  mengajukan

apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman  Pengadilan Agama

Sangatta selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak
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ada  pihak  yang  mengajukan  keberatan  atas  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini

dapat dilanjutkan pemeriksaannya; 

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan  pernikahan  di  wilayah  hukum Kantor  Urusan  Agama (KUA)

Kecamatan  Bengalon Pada Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2000  dengan

wali  nikah  ayah  kandung  Pemohon  II  bernama  Sahadin  yang  mewakilkan

kepada Amir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Udin dan  Aco

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu

rupiah) di bayar tunai  namun Pemohon I dengan Pemohon II  tidak memiliki

Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut  tidak  tercatat  di  KUA,

sementara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  sangat  membutuhkan  bukti

pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  para

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi,

masing-masing bernama Tallasa bin Seneng dan Hasan bin Hasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan

bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  merupakan  kewenangan  peradilan

agama,  oleh  karenanya  permohonan  a  quo secara  absolut  menjadi

kewenangan peradilan agama;  

Menimbang,  bahwa  bukti-bukti  surat  P1  dan  2  berupa  Fotokopi  Kartu

Tanda Penduduk atas nama para Pemohon  dan Fotokopi Kartu Keluarga atas

nama  Pemohon  I,  bukti-bukti  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Ketua  Majelis,

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai

dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut,  terbukti  para

Pemohon  berdomisili  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan

Agama  Sangatta,  oleh  karenanya  perkara  a  quo secara  relatif  menjadi
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kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  172 ayat (1)  R.Bg jo Pasal 1909

KUH  Perdata,  pada  asasnya  saksi-saksi  keluarga  atau  orang-orang  yang

memiliki  hubungan  sedarah  dengan  pihak  berperkara  tidak  dapat  didengar

keterangannya  sebagai  saksi,  namun  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut

status  hubungan  hukum perkawinan  seseorang  (status  keperdataan),  saksi-

saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  kedua  saksi  tersebut  diatas,

Majelis  menilai  bahwa  keterangan keduanya merupakan keterangan yang

tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi,

oleh  karenanya  keterangan  yang  demikian  dikategorikan  sebagai

testimonium de auditu yang tidak memenuhi syarat materil saksi; 

Menimbang, bahwa  testimonium de auditu  tidak mutlak harus ditolak

dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai

sebagai  alat  bukti,  sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya

Hukum  Acara  perdata  (2009)  bahwa  dalam  hal  tertentu  perlu  diatur

keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau

mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  salah  satu  alasan  eksepsional  yang  dapat

dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat

dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi

karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa

saksi  yang langsung melihat  pernikahan para Pemohon semuanya telah

meninggal dunia, karena Pemohon I saat ini sudah berumur 39 tahun dan

Pemohon II berumur 38 tahun sedangkan pernikahan para Pemohon terjadi

sejak 20 tahun yang lalu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  majelis

berpendapat  bahwa  para  Pemohon  sudah  tidak  mungkin  dapat

menghadirkan  saksi  pernikahannya,  oleh  sebab  itu  terhadap  kesaksian

kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  kedua  saksi  bahwa
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pengetahuan  saksi  tentang  status  hubungan  para  Pemohon  hanya

bersumber  dari  masyarakat  umum tempat  domisili  para  Pemohon,  akan

tetapi  sejak  para  Pemohon  bertempat  tinggal  di  Bengalon  saksi  sudah

mengetahui bahwa para Pemohon hidup serumah, telah dikaruniai (7) tujuh

orang  anak  dan tidak seorangpun warga  masyarakat  yang  menggugat

status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan

oleh  majelis  sebagai  dasar  untuk  membangun  sebuah  persangkaan

(Vermoeden) bahwa tidak mungkin para Pemohon hidup serumah dalam

lingkungan  masyarakat muslim yang kuat memengang ajaran agama,

bahkan sampai para Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak, tanpa diikat

dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar

hukum Islam sebagai berikut:

وله بل معارض شللهادة على نسللب و عتللق و نكللاح و ملللك
)656بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين ص 

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal

(tidak ada mu’aradhah) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat

diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat

dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

وأمللا مللا تصللح فيلله الشللهادة باالتسللامع فهي النكللاح و النسللاب و
 ص8الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه الإسلللام وأدلتلله ج 

170(
Artinya  :  “Adapun  saksi  De  auditu  (tasamu’)  dapat  dibenarkan  dalam  hal

pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan

suami isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di

atas,  majelis  berpendapat  bahwa  kesaksian  de  auditu  dalam  perkara

perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih

dikenal  dengan  syahadah  al  istifadhah  atau  syahadah  bidzan  atau
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syahadah  bittasaamu`,  kesaksian  semacam  ini  dapat  diterima  jika

kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (khabar

mutawatir)  dan tidak  ada bantahan akan kebenaran kabar  tersebut  atau

kesaksian  itu  merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de

auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau

hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi,

telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:  

- Bahwa Pemohon I  dengan Pemohon II  adalah suami  isteri  yang sah

yang menikah pada  Tanggal 04 November 2000  menurut agama Islam di

wilayah  hukum  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Bengalon,

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa  menurut  warga  masyarakat  tempat  domisili  para  Pemohon

menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa  para  Pemohon tinggal  bersama di  Kecamatan  Bengalon,  dan

sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;  

- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang

menggugat status perkawinan para Pemohon:  

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan belum

pernah bercerai;

- Bahwa  sampai  sekarang  mereka  masih  sebagai  suami  isteri,  tetapi

perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas  hingga saat

ini  tidak  ada  seorangpun  dari  masyarakat  yang  menggugat  terhadap

keabsahan status pernikahan para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa

para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri

yang sah ;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  secara  terbuka  dan  tidak  sah

sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata

perbuatan para Pemohon yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan

setelah  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah,  tentu  perbuatannya  akan

meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya
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sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan

para  Pemohon sebagai  suami  isteri,  hal  yang demikian menurut  majelis

membuktikan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan pernikahan

sesuai ketentuan syariat Islam; 

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2)

yang  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  bidang  perkawinan  sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

tahun  1974.  Penjelasan  yang  sama  juga  ditegaskan  oleh  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989.  Dari  beberapa ketentuan tersebut,  norma hukum tentang  itsbat nikah

tetap  tidak  berubah,  bahwa  itsbat nikah  adalah  untuk  perkawinan  yang

dilakukan sebelum tahun 1974;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas,  pada

asasnya  itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian

berdasarkan  Pasal  7  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  telah  terjadi

pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan

itsbat nikah.  Berdasarkan KHI  tersebut  bahwa pengajuan  itsbat nikah dapat

terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf

(e)  pasal  tersebut,  dijelaskan  bahwa  itsbat  nikah  dapat  diajukan  terhadap

perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

permohonan  itsbat  nikah  harus  dilihat  secara  kasuistik.  permohonan  itsbat

nikah  terhadap  perkawinan  yang  dilakukan  pasca  tahun  1974,  sepanjang

perkawinan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  agama  (Islam)  serta

tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,

seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat

dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dijelaskan  sahnya  suatu  perkawinan
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berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,

perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

perundang-undangan  yang  berlaku,  sedangkan  bagi  perkawinan  yang  tidak

dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  karena  perkawinannya  tidak  dicatatkan

melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi  Hukum Islam

adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum

dilakukan  pencatatan  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  diatas,  perkawinan  yang

tidak/belum dicatatkan melalui  Pegawai Pencatat  Nikah pada Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  setempat  adalah  tetap  dipandang  sah  sepanjang

perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah

terpenuhi  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya,  serta  tidak  terdapat  larangan

menurut undang-undang;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

telah  terdapat  cukup  alasan  untuk  mempertimbangkan  permohonan  para

Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974,

hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri  dalam  kerangka

melindungi anak disamping tentunya isteri  (hifdz al-nasl),  karena fakta sosial

menunjukkan banyak anak dan isteri  terlantar dalam berbagai  aspek karena

tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan

telah  sampai  pada  tingkat  kebutuhan  yang  bersifat  keharusan  (dharuriyah)

dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya

perkawinan, akan mendatangkan kerugian  (madharat) bagi kepentingan isteri

dan anak-anaknya dari  pasangan keluarga tersbut, isteri  dan anak-anak dari

perkawinan  yang  tidak  tercatat  tidak  dapat  mengajukan  tuntutan  hak-hak

apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta

surat-surat penting lainnya; 

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan

dalil  syar’i dan  pendapat  pakar  hukum  Islam  yang  diambil  alih  menjadi
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pendapat  Majelis  Hakim  yang  termaktub  dalam  Kitab  Ushulul  Fiqhi  Abdul

Wahab Khalaf halaman 93 :

لم         مادام بالزوجية شهد فلن زوجة فلنة عرف دليل   من له يقم

إنتهائها  عل

Barang  siapa  mengetahui  bahwa  seorang  wanita  itu  sebagai  isteri

seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri

selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas

maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan

dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor

1  tahun  1974,  jo.  Pasal  5  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  dipandang  perlu

memperintahkan  para  Pemohon untuk  mencatatkan  perkawinannya  tersebut

pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang

bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa  perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 tahun

2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009,  maka  biaya  yang  timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada  para Pemohon ;

 Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  PemohonI  (Rinto  bin  Husain)

dengan Pemohon II (Wirna binti Sahadin) yang dilaksanakan pada tanggal

04 November 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon,

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebankan  kepada  Pemohon I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara ini sejumlah  Rp 662.000,00 (enam ratus  dua puluh dua

ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  12  Jumadil  Akhir  1442 Hijriyah  oleh  Surya  Hidayat,  S.H.I.

sebagai  Ketua Majelis,  Moh. FAthi  Nasrulloh, S.H.I. dan  Achmad Fachrudin,

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Mardiyana, S.H.I.  sebagai

Panitera Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  para  Pemohon didampingi  kuasa

hukumnya.

Hakim Anggota 

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. 

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I. 

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp       30.000,00

-  ATK Perkara : Rp       50.000,00

-  Panggilan : Rp     500.0000,00

-  PNBP Panggilan : Rp       20.000,00

-  Redaksi : Rp       10.000,00

-  Meterai                           : Rp           12.000,00  

J u m l a h        : Rp      622.000,00 

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


